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BUPATI PIDIE

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

. bahwa Nc.ata' Kesepahaman (Memorandum of Understanding)

Heisinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh
dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil,
makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan berkewajiban
mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Kabupaten
Pidie sebagai salah satu kabupaten di Provinsi. Aceh, berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat, dalam bentuk Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi
Perizinan Tértentu yang dapat dipungut Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Retribusi Daerah ditetapkan dengan Qanun;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan huruf ¢, periu menetapkan Qanun Kabupaten Pidie
tentang Retribusi |zin Gangguan;

. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4381);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan ‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063),

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
— sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741),
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5161);
12.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Daruusalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
(_/ Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03});

13.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pidie Normor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.




5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Négara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ‘(Lembaran Negara Reépublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5145);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor .89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daérah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

12,Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Daruusalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

13.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.




5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Négara Nomor 4633),

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049},

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5145);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daeérah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

12.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Daruusalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

13.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pidie.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.

Bupati adalah Bupati Pidie.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK

Pemerintah Kabupaten Pidie.

6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie.

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie.

9. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan peérundang-undangan.

10.Badan adalah sekumpuian orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan 'nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap
dan bentuk badan lainnya.

11.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

13.Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran
atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang
dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian danfatau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk
mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,
memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma Kkeselamatan dan
kesehatan kerja.

14.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan jasa yang bersangkutan.

15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Qanun perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

16.Masa Retribusi adalah suatu jahgka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

17.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk cleh Kepala Daerah.

PN
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18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan
ketentuan Qanun perundang-undangan retribusi daerah.

22.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
terfadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi 1zin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pemberian izin tempat usaha/kegidtan kepada orang pribadi atau badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi lzin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan
kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Kabupateti.

Pasal 4
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat
usaha/ kegiatan dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan
pemberian lzin. j :

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

. Pasal 5
Retribusi lzin Gangguan digolongkan ke dalam Golongan Retribusi Perizinan

Tertentu.
Bab Vv ......... .Q



BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, wajib memiliki Izin Gangguan dari
Bupati.

(2) Kegiatan atau usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks
gangguan besarftinggi, sedang dan kecilfingan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(3) Apabila terjadi perubahan kegiatan/fienis usaha, atau memperiuas tempat
kegiatan/usaha, maka lzin Gangguan yang telah diberikan harus diperbaharyi
dengan mengajukan permohonan lzin képada Bupati.

(4) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan atau memperiuas
kegiatan/jenis usaha yang dapat menimbulkan pencemaran, wajib melengkapi
dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Usaha Kelola
Lingkungan (UKL)/Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL).

Pasal 7
(1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1),
adalah selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan.
(2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas izin gangguan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap tahun sekali.
(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

Pasal 8
Syarat-syarat dan tata cara memperoleh lzin Gangguan dan daftar ulang diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9
Apabila persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 tidak benar, maka lzin Gangguan yang telah diterbitkan oleh Bupati batal
dengan sendirinya.

BABYV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10
Tingkat penggunaan jasa diukur bérdasarkan:
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan lzin Gangguan diukur berdasarkan luas
ruang tempat kegiatan/usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
(2) Luas ruang tempat kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
(3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetdpkan sebagai berikut:

a. Jalan Nasional Indeks 5
b. Jalan Provinsi Indeks 4
c. Jalan Kota/kabupaten Indeks 3
d. Jalan Lingkungan - Indeks 2
(4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai

berikut: :

a. Gangguan besar/tinggi Indeks 5
b. Gangguan sedang Indeks 3

c. Gangguan kecilfringan [ndeks 2

Bab Vi /g’



BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan
biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

S

 BABVII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12
(1) Struktur dan besaran tarif retribusi yang merupakan tarif dasar ditetapkan sebagai
berikut:
a. Untuk luas ruangan s/d 1000 m? Rp.700/ 1m?
b. Untuk luas ruangan selebihnya di atas 1000 m? Rp.500/ 1m?
(2) Besarnya retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan luas
tempat kegiatan/usaha x indeks gangguan x indeks lokasi x tarif dasar retribusi.
(3) Khusus usaha menyangkut gangguan keselamatan atau kesehatan umum
ditentukan sebagai berikut:

\‘-.—

NO. OBJEK RETRIBUSI TARIF (Rp.)
2 3

1 | Restoran/ Rumah Makan ’
-Type A Rp. 300.000
-Type B } Rp. 150.000
2 | Katering Rp. 150.000
3 | Warung Kopi dan Usaha Sejenis Rp. 100.000
4 | Hotel Rp. 500.000
5 | Losmen /Penginapan Rp. 200.000
6 | Usaha Salon Kecantikan Rp. 150.000
7 | Usaha Tukang Pangkas Rp. 100.000
8 | Usaha Air Minum Isi Uiang Rp. 150.000
9 | Usaha Jamu Tradisional Rp. 150.000
10 | Usaha Olahan Daging Rp. 200.000
11 | Usaha Olahan lkan Rp. 200.000
12 | Usaha Kecil Produksi Bumbu Rp. 150.000
13 | Usaha Kecap Rp. 300.000
14 | Usaha Saos Rp. 300.000
15 | Usaha Terasi Rp. 200.000
16 | Usaha Kecil Rempah-Rempah Rp. 100.000
17 | Usaha Kecil Olahan Coklat, Kopi & Teh Rp. 100.000
18 | Usaha Kecil Qlahan Tepung Rp. 100.000
19 | Usaha Kecil Olahan bijian dan Umbi Rp. 100.000
20 | Usaha produksi sirup Rp. 400,000
21 | Usaha Produksi Limun Rp. 200.000
22 | Usaha Kecil pengolahan gula dan madu Rp. 100.000
23 1 Usaha Produksi minuman ringan Rp. 200.000
24 | Usaha kecil olahan kelapa Rp. 100.000
25 | Usaha Kecil olahan buah Rp. 100.000
26 | Usaha Produksi Es Rp. 150.000
27 | Usaha Praktek Dokter Spesialis Rp. 250.000




28 | Usaha Praktek Dokter Gigi Spesialis Rp. 250.000
29 | Usaha Praktek Dokter Umum Rp. 150.000
30 | Usaha Praktek Dokter Glgi Rp. 150.000
31 | Usaha Praktek Apoteker Rp. 150.000
32 | Usaha Praktek Bidan Rp. 75.000
33 | Usaha Praktek Perawat Rp. 50.000
34 | Usaha Praktek Perawat Gigi Rp. __75.000
35 | Usaha Praktek Asisten Apoteker Rp. 50.000
36 { Usaha Praktek Fisiotherapis Rp. 75.000
37 | Usaha Praktek Pengobatan Tradisional Rp. 100.000
38 | Usaha Panti Pijat Rp. 150.000
39 | Rumah Sakit Rp.1.000.000
40 | Kiinik Swasta dan Rumah Bersalin Rp. 750.000
41_| Balai Pengobatan ' Rp. 500.000
42 | Rumah Bersalin Rp. 750.000
43 | Apotik Rp. 750.000
44 | Toko Obat Rp. 300.000
45 | Toko Alat Kesehatan Rp. 300.000
46 | Optikal Rp. 300.000
47 | Laboratorium Rp. 750.000
48 | Cabang Pedagang Besar Farmasi Rp.1.000.000
49 | Cahang Pedagang Alat Kesehatan Rp.1.000.000
50 | Industri Kecil Alat Tradisional Rp. 500.000
51 | Tempat Pengolahan Pestisida Rp. 300.000
52 | Air Minum dalam Kemasan Rp. 500.000
53 | Menara Telekomunikasi Rp 1.000.000
54 | Kitang Padi a. Rp. 200.000

b. Rp. 150.000

c. Rp. 100.000
55 | Perbengkelan a. Rp. 250.000

b. Rp. 200.000

c. Rp. 150.000
56 | Show Mill (kilang kayu) Rp. 200.000
57 | Ketam Rp. 150.000
58 | Perabot a. Rp. 120.000

b. Rp. 100.000

c. Rp. $80.000
59 | Menara Kutet Rp. 500.000
60 | Gardu Induk Sutet Rp.1.500.000
61 | PLTD Rp.1.000.000
62 | PLTA Rp.1.000.000
63 | Pracetak (kontruksi Jembatan) Rp. 350.000
64 | Gudang Bangunan Rp. 200.000
65 | Percetakan Rp.  75.000
66 | Pengolahan Mie Rp. 50.000
67 | Jualan Pupuk/Saprodi dan Penyimpanan Pupuk Rp. 100.000
68 | Distributor dan Penjualan Elpiji Rp. 150.000
69 | Pengolahan Pupuk Rp.: 150.000
70 | Usaha Barang Bekas Rp. 250.000
71 | Usaha Ternak Unggas Rp. 250.000
72 | Jualan pakan Temak Rp. 100.000
73 | Pandai besi Rp. 20.000
74 | Stand Cruiser (pemecah batu) Rp. 350.000
75 | AMP Rp. 300.000
76 | Pacing Plan (pengaduk semen) Rp. 300.000
77 | Jualan Unggas Rp. 100.000
78 | SPBE Rp. 500.000
79 | SPBU Rp. 300.000
80 | Pangkalan BEM Rp.  50.000
81 | Pengolahan Sagu dan sejenisnya Rp. 100.000
82 | Toko Mas dan sejenisnya Rp. 200.000
83 | Perbankan dan sejenisnya Rp.300.000




84 ) Penangkaran Walet Rp. 500.000
85 | Usaha pengolahan kopi Rp. 50.000
86 | Pabrik Batyu Bata Rp. 150.000
87 | Pabrik Porselen, Genteng, Tegel dan sejenignya Rp. 150.000
88 | Toko Kaca ' ‘ Rp. 100.000
89 | Toko Perabot, Alumenium dan sejenisnya Rp. 100.00Q
90 | Penjemuran/pengolahan kulit Rp. 100.000
91 | Bengkel sepeda ' Rp. 50.000
92 | Peniualan alat-alat Elektronik Rp. 100.000
93 | Gudang Elpiji Rp._200.000
94 | Usaha Pertambangan Rp. 300.000
95 | Jual beli hasil bumi Rp. 150.000
86 | Pabrik Sabun Rp. 100.000
97 | Galangan Kapal Ikan Rp. 350.000
98 | Panglong Kayu ) Rp. 100.000
99 | Usaha warnet Rp. 100.000
100 | Fun Game dan sejenisnya Rp. 150.000
101 | Water Boom dan sejenisnya Rp. 150.000
102 | Usaha Penjualan Gypsung dan sejenisnya Rp. 150.000
103 | Usaha PengolahanTempe dan Tahu Rp. 50.000
104 | Super Market dan sejenisnya Rp. 300.000
105 | Usaha Garmen Rp. 75.000
106 | Mini Market ’ Rp. 200.000
107 | Pabrik Es Rp. 200.000
108 | Usaha [ain yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan

kesehatan Rp. 300.000
109 | Limbah Pertambangan Rp.1.000.000

Pasal 13
(1) Pendaftaran ulang dikenakan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dan
retribusi izin.

(2) Apabila pada pendaftaran ulang terjadi perubahan/penambahan jenis kegiatan
usaha danfatau memperluas dipungut retribusi sesuai perubahan luas dan/atau
jenis kegiatanfusaha.

Pasal 14
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditinjau kembali paling lama
3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15
Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

Bab IX ......... X«



BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16
Saat terutangnya Retribusi adalah saat diterbitkannya izin atau saat diterbitkannya
SKRD dan/atau dokumen fain yang dipersamakan.

BAB X
PEMUNGUTAN

Pasal 17
(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD-atau dokumen lain yang
dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- BAB Xi
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus di muka,

(2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh
tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusinya.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan : persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan
angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan SSRD. .
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20
(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib
Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang
membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului .

dengan Surat Teguran.

(3) Jumlah ........ “@
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(3) Jumiah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah dengan sanksi dministrative berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Xlil
KEBERATAN

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka wakiu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

(4) Ketentuan seébagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urtuk miémberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

Pasal 23
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati
menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permchonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati -/@
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(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permochonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Waijib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
dipérhiturigkdn untuk melunasi térlebik dahulu hutdng Rétribust fersébut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB. :

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA

Pasal 25
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa seteiah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali
jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dan Wajib Retribusi, balk langsung maupun
tidak langsung. i
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut. ; o
(4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kabupaten.
(5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hurui b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bab XV ........ Q«
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BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 27
(1) Bupati berwenang metakukan pemeriksaan untuk menguiji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan

Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemériksaan; dan/atau

¢. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan Bupati. ,.
i)

BAB XVII
PEMANFAATAN

Pasal 28

(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan
seluruhnya ke Kas Daerah.

(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemberian dan pengawasan
pelaksanaan izin gangguan.

(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVl
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan meialui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN

. Pasal 30
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
-Acara Pidana. '
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana Retribusl Daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukii dan orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah; °

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, danfatau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

. Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
¢ Pasal 31
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana dénda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau

kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33
Pada saat bertakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2003
tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34............... g
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Pasal 34
Qanun ini mu'ai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal 124 SEPTEMBER 2011 M

2% SyawAl 1432 H
I’ BUPATILIDIE, T

E' ZA ISMAIL
Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal . 24 sepremserR 200 ™
25 SYawAlL 1422 H
QSEKRETARIS DAERAH,

“IRIAWAN, SE
MBINA UTAMA MUDA
IP. 18611130 198803 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR 22
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PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN

UMUM

Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten
berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten diberi
kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian
kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan
memperluas beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan
dalam penetapan ftarif tersebut, maka diharapkan kemampuan Kabupaten
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal &
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.



16

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun
perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar
dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan
permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif
retribusi.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasai 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
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Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan”
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang
ditakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang membidangi masalah
keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jeias.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR ¢3




